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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap 

pengusaha jasa plat nomor kendaraan yang di tuduh sebagai komplotan pencurian 

kendaraan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini perbuatan 

pihak pelaku pembuatan jasa plat nomor pinggir jalan dikategorikan sebagai 

perbuatan pidana pada pasal 362 jo 56 KUHP karena dianggap sudah turut serta 

menjalankan ( medepleger ) kejahatan pencurian. Tetapi pengusaha pembuat plat 

nomor kendaraan tidak mengetahui bahwa kendaraan itu hasil pencurian. Hal ini 

tentu masih bertentangan dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Karena 

asas fiksi hukum ini dianggap oleh masyarakat masih tidak adil. Pemerintah dan 

penegak hukum harus segera mempublikasikan peraturan perundang-undangan lalu 

harus diperlu adanya penyuluhan-penyuluhan atau seminar-seminar dari penegak 

hukum kepada masyarakat. Supaya masyarakat mengetahui dan memahami mana 

yang dilarang dan mana yang diberbolehkan. Oleh karena itu diperlukan 

perlindungan hukum untuk pengusaha jasa plat nomor kendaraan bawasannya 

mereka tidak mengetahui apa-apa jika plat nomor kendaraan yang dikerjakan itu 

adalah kendaran asil pencurian. 

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha , Plat Nomor 
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ABSTRACT 

This research aims to find out how legal protection is for vehicle number plate 

service entrepreneurs who are accused of being in a vehicle theft ring. This research 

uses normative legal research methods. The approach used in this research is a 

statutory approach and a conceptual approach. The results of this research are that 

the actions of the perpetrators of making roadside number plate services are 

categorized as criminal acts under articles 55 and 56 of the Criminal Code because 

they are considered to have participated in carrying out (medepleger) the crime of 

theft. But the entrepreneur who made the vehicle number plates did not know that 

the vehicle was the result of theft. This is of course still contrary to the sense of 

justice that exists in society. Because the principle of legal fiction is still considered 

by society to be unfair. The government and law enforcers must immediately 

publish statutory regulations and then there must be outreach or seminars from law 

enforcers to the public. So that people know and understand what is prohibited and 

what is permitted. Therefore, legal protection is needed for vehicle number plate 

service entrepreneurs whose subordinates do not know anything if the vehicle 

number plate they are working on is a stolen vehicle. 

 

Keywords : Legal Protection, Business Actors, Number Plates 
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